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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, pukul 14.29 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 
Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 88/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang 
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 88/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI 
dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PARA PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 37/2004 diajukan oleh Dewantari Handayani, 
Amriyati Amin, S.H., M.H., Martina Nasution, Nugroho Suryaningrat, dan Irma 
Shandara Santy, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Anam, S.H., 
M.H., dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Saiful Anam & Partners”, 
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 37/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 55 ayat (1) UU 
37/2004 yang berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 55 ayat (1) 
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat 
mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa pada Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dianggap Para Pemohon bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), 
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) 
dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 
konstitusional Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama 
permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para 
Pemohon,  Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
 
[3.6.1]  Bahwa permohonan para Pemohon bertolak pada kasus konkret yang 
dialaminya sebagaimana uraian di atas yang menyebabkan para Pemohon 
menginginkan posisinya disamakan dengan Kreditor Preferen atau Kreditor 
Separatis dengan cara menguji konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) UU 
37/2004 ke Mahkamah; 
 
[3.6.2]  Bahwa kasus konkret yang dialami para Pemohon sampai dengan adanya 
putusan pengadilan yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa 
pengembang Apartemen Antasari 45 dalam keadaan pailit dan menempatkan 
para Pemohon dalam posisi sebagai Kreditor Konkuren (vide bukti P-12) maka 
penyelesaian permasalahan yang dihadapinya dengan pengembang Apartemen 
Antasari 45 telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang 
tidak ada kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004. Karena, Pasal 55 ayat 
(1) UU 37/2004 adalah ketentuan yang mengatur mengenai Kreditor Separatis 
atau kreditor pemegang hak jaminan (secured creditor) yang memeroleh hak atas 
pelunasan piutang lebih dahulu (Kreditor Preferen) karena secara hukum 
menguasai langsung jaminan kebendaannya. Hal ini jelas berbeda dengan 
Kreditor Konkuren sebagaimana status para Pemohon yang tidak mempunyai 
hak untuk menguasai jaminan berupa benda, oleh karenanya penyelesaian 
permasalahan yang dialaminya sebagai Kreditor Konkuren dilakukan setelah 
kewajiban terhadap kreditor lain (Kreditor Separatis atau Kreditor Preferen) 
diberikan. Terlebih lagi, Kreditor Separatis tidak terkena dampak akibat adanya 
putusan pernyataan pailit debitor. Artinya, hak-hak eksekusi mereka tetap dapat 
dijalankan seolah-olah tidak ada kepailitan debitor karena kreditor golongan ini 
dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan. Dengan demikian, 



 

3 

 

dalam hubungan dengan aset-aset yang dijadikan jaminan, kedudukan Kreditor 
Separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya. 
[3.6.3] Bahwa para Pemohon sesungguhnya pada awalnya bukanlah merupakan 
Kreditor Konkuren, melainkan sebagai konsumen atau pembeli unit Apartemen 
Antasari 45 yang saat ini sedang menghadapi permasalahan dengan pihak 
pengembang apartemen yang telah dinyatakan pailit. Oleh karenanya 
berdasarkan putusan pailit tersebut para Pemohon statusnya dipersamakan 
dengan Kreditor Konkuren sehingga dengan demikian tidak dapat memaksakan 
dirinya untuk menjadi Kreditor Separatis atau Kreditor Preferen dengan cara 
menguji Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dengan alasan seolah-olah para Pemohon 
dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. Kerugian yang dialami oleh para 
Pemohon sebagai konsumen tidak berkorelasi dengan berlakunya norma Pasal 
55 ayat (1) UU 37/2004 sehingga penyelesaiannya bukanlah melalui pengujian 
konstitusionalitas norma tetapi melalui upaya hukum yang lain atau 
memposisikan diri tetap sebagai Kreditor Konkuren. Oleh karena itu, tidak 
terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara keberlakuan 
Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dengan kerugian yang diderita oleh para Pemohon 
berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 
Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan 
kerugian konstitusionalnya, baik aktual maupun potensial yang dialaminya 
dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004. Oleh karenanya, para Pemohon 
tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 
 
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 
Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon 
dengan berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan 
pengujian konstitusionalitasnya; 
 
[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 88/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan Para 
Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 55 
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ayat (1) UU 37/2004 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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